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Abstrak
Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan smart contract sebagai bentuk transformasi perjanjian elektronik dalam transaksi digital modern. Meskipun hukum Indonesia telah mengakui kontrak elektronik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan khusus mengenai smart contract masih belum tersedia. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait keabsahan kesepakatan digital, tanggung jawab akibat kesalahan sistem, dan perlindungan para pihak dalam transaksi berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan smart contract dalam perspektif hukum perikatan dan hukum syariah serta mengkaji kekosongan regulasi terkait penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract pada dasarnya dapat diakui sebagai perjanjian elektronik karena memenuhi unsur hubungan hukum dan asas kebebasan berkontrak. Namun, karakter otomatis dan berbasis kode dalam smart contract belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh regulasi yang berlaku sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi blockchain telah membawa perubahan besar dalam praktik transaksi digital, salah satunya melalui hadirnya smart contract, yaitu kontrak berbasis kode yang mampu mengeksekusi kesepakatan secara otomatis tanpa keterlibatan pihak ketiga. Konsep ini berkembang sebagai bagian dari inovasi kontrak elektronik yang menawarkan efisiensi, transparansi, serta pengurangan risiko manipulasi dalam pelaksanaan perjanjian. Meski demikian, mekanisme yang sepenuhnya bergantung pada sistem algoritma menimbulkan pertanyaan mendasar terkait bagaimana hukum memandang keabsahan kehendak para pihak dalam kontrak yang tidak lagi sepenuhnya diekspresikan melalui bahasa hukum konvensional.[footnoteRef:1] [1:  Martinelli, I., Tsabita, N. M., Putri, A. F. E., & Novela, D. (2024). Legalitas dan efektivitas penggunaan teknologi blockchain terhadap smart contract pada perjanjian bisnis di masa depan. UNES Law Review, 6(4), 10761-10776.] 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan smart contract semakin meluas seiring meningkatnya penggunaan teknologi blockchain di berbagai sektor, terutama keuangan digital dan aset kripto.[footnoteRef:2] Studi menunjukkan bahwa smart contract telah menjadi komponen penting dalam sistem transaksi terdesentralisasi karena mampu mengotomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan perantara.[footnoteRef:3] Namun, di sisi lain, literatur juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi ini belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sistem hukum, khususnya dalam memberikan kepastian terkait pertanggungjawaban ketika terjadi kesalahan eksekusi kode atau sengketa antar pihak. [2:  Syamila Qurrotaaini, Q., Zakaria, W., Dahlia, P., & Akbar, F. (2025). Kedudukan Bitcoin sebagai Harta Waris dalam Perspektif Hukum Perdata. Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).]  [3:  Andayani, D., Muhamad, J. F., Lutfiani, N., Wahid, W. N., & Moyo, K. (2025). Enhancing transparency and efficiency in startupreneur development through blockchain enabled digital finance: Transparansi dan efisiensi pengembangan startupreneur pada keuangan digital berbasis teknologi blockchain. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 6(1), 1-11.] 

Di Indonesia, dasar hukum mengenai kontrak masih bertumpu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya prinsip syarat sah perjanjian, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Walaupun regulasi tersebut telah mengakui keberadaan kontrak elektronik, pengaturannya masih berangkat dari konsep perjanjian yang bersifat konvensional, di mana kehendak para pihak harus dapat diidentifikasi secara langsung dan ditafsirkan secara manusiawi. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan ketika konsep tersebut diterapkan pada smart contract yang bekerja secara otomatis berdasarkan kode program.[footnoteRef:4] [4:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.] 

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyatakan bahwa smart contract dapat diposisikan sebagai bagian dari kontrak elektronik selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Akan tetapi, kajian tersebut masih lebih banyak berhenti pada pengakuan normatif tanpa membahas secara rinci implikasi praktisnya, seperti siapa yang bertanggung jawab ketika sistem mengalami kegagalan, bagaimana mekanisme pembuktian dalam transaksi berbasis blockchain, serta bagaimana hukum dapat menjembatani sifat otomatis dari smart contract dengan prinsip perlindungan hukum bagi para pihak.[footnoteRef:5] Bahkan, sebagian literatur menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat kekosongan pengaturan yang cukup signifikan terkait aspek teknis dan yuridis dari smart contract dalam sistem hukum positif.[footnoteRef:6] [5:  Khuan, H. et al. (2025). Legal Issues in Smart Contract Execution. Rechtsnormen Journal. https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2067 ]  [6:  Lofi, R. M. (2025). Legal Vacuum in Electronic Transactions and Smart Contracts. Riau Law Journal. https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/28 ] 

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa celah penelitian masih terbuka pada belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur smart contract dalam sistem hukum Indonesia. Kajian yang ada belum sepenuhnya menjelaskan batas tanggung jawab hukum para pihak dalam sistem otomatis berbasis kode, maupun bagaimana konsep tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip hukum perikatan dan hukum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji keabsahan smart contract dalam perspektif hukum perikatan dan hukum syariah serta menganalisis kebutuhan pembentukan pengaturan yang lebih spesifik agar memberikan kepastian hukum dalam praktik transaksi digital.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dan smart contract dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah pengaturan mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, kontrak elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik dalam transaksi digital.
Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkembangan konsep perjanjian dalam era digital, khususnya terkait transformasi hubungan kontraktual dari perjanjian konvensional menuju smart contract berbasis blockchain. Analisis konseptual difokuskan pada persoalan kesepakatan digital (digital consent), otomatisasi pelaksanaan kontrak, serta hubungan antara kode program dengan kehendak hukum para pihak dalam suatu perjanjian. Pendekatan ini penting karena smart contract tidak hanya mengubah media kontrak, tetapi juga mengubah cara kesepakatan dibentuk dan dilaksanakan melalui sistem otomatis. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji asas kebebasan berkontrak, prinsip kehendak bebas, dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik modern.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan perspektif hukum perikatan dan hukum syariah dalam menilai keabsahan smart contract sebagai perjanjian elektronik. Pendekatan tersebut dilakukan dengan membandingkan konsep kesepakatan dalam hukum perdata dengan prinsip akad dalam hukum syariah, khususnya yang berkaitan dengan kerelaan para pihak (an-tarāḍin), kejelasan objek akad, amanah, dan prinsip keadilan dalam transaksi muamalah. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai legalitas formal smart contract, tetapi juga mengkaji apakah mekanisme otomatis dalam kontrak digital tetap mencerminkan kehendak dan kerelaan para pihak sebagaimana ditekankan dalam hukum syariah.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1320 mengenai pengertian dan syarat sah perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 angka 17 dan Pasal 13 sampai Pasal 22 mengenai kontrak elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum Islam yang berkaitan dengan akad dan prinsip-prinsip transaksi muamalah.[footnoteRef:7] [7:  Resdiana. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 85–95.] 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum perikatan, hukum kontrak, fiqh muamalah, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang membahas smart contract, blockchain, kontrak elektronik, dan perkembangan transaksi digital dalam perspektif hukum positif maupun hukum syariah. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang berkaitan dengan istilah teknis dalam teknologi blockchain dan smart contract.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan pola berpikir deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan karakteristik smart contract dengan konsep kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata, serta prinsip kerelaan, kejelasan akad, dan keadilan dalam hukum syariah. Melalui proses tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah transformasi kontrak berbasis digital melalui smart contract tetap memenuhi prinsip-prinsip fundamental hukum perikatan dan hukum syariah dalam transaksi elektronik modern.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Smart Contract sebagai Inovasi Digital: Konsep dan Mekanismenya
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi dan transaksi dalam masyarakat modern. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi ke dalam sistem elektronik yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi. Transformasi tersebut tidak hanya memengaruhi sektor perdagangan dan keuangan, tetapi juga memengaruhi perkembangan bentuk hubungan hukum antarindividu. Dalam konteks ini, kontrak yang sebelumnya identik dengan dokumen tertulis mulai berkembang menjadi kontrak elektronik berbasis teknologi digital. Perkembangan lebih lanjut kemudian melahirkan konsep smart contract sebagai bentuk inovasi baru dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.[footnoteRef:8] [8:  Jaswant, S. S., & Kale, P. (2021). Smart contracts and the future of contract law. Information & Communications Technology Law, 31(1), 45–60. https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1999312] 

Istilah smart contract pertama kali diperkenalkan oleh Nick Szabo pada tahun 1994 sebagai mekanisme digital yang memungkinkan suatu perjanjian dijalankan secara otomatis melalui kode komputer. Seiring berkembangnya teknologi blockchain, konsep tersebut semakin banyak digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi digital karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya, smart contract merupakan program komputer yang berjalan di atas jaringan blockchain dan dirancang untuk mengeksekusi instruksi tertentu secara otomatis ketika syarat yang telah diprogram sebelumnya terpenuhi.[footnoteRef:9] Dengan demikian, smart contract tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan kesepakatan, tetapi juga sebagai instrumen otomatisasi pelaksanaan transaksi digital. [9:  Taherdoost, H. (2023). Blockchain-based smart contracts: A systematic review. Information, 14(2), 117. https://doi.org/10.3390/info14020117] 

Mekanisme kerja smart contract didasarkan pada sistem logika otomatis “if this, then that”. Artinya, apabila kondisi tertentu telah dipenuhi, maka sistem akan secara langsung menjalankan tindakan sesuai perintah yang telah tertanam dalam kode program. Sebagai contoh, dalam transaksi digital, sistem dapat secara otomatis mengirimkan pembayaran setelah barang diterima atau setelah data tertentu terverifikasi oleh jaringan blockchain. Seluruh proses tersebut berlangsung tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung maupun verifikasi dari lembaga perantara.[footnoteRef:10] [10:  Ibid., 119.] 

Cara kerja tersebut dapat dianalogikan seperti mesin penjual otomatis (vending machine). Ketika pengguna memasukkan uang sesuai nominal yang ditentukan, mesin akan langsung mengeluarkan barang secara otomatis tanpa keterlibatan penjaga toko. Analogi ini menggambarkan bahwa smart contract bekerja berdasarkan hubungan antara syarat dan akibat yang telah diprogram sebelumnya. Akan tetapi, hubungan hukum dalam kehidupan nyata pada dasarnya memiliki kompleksitas yang lebih luas dibanding sistem otomatis. Dalam praktik transaksi modern, sering ditemukan kondisi yang memerlukan penafsiran, negosiasi ulang, maupun pertimbangan terhadap keadaan tertentu yang tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, meskipun smart contract menawarkan efisiensi tinggi, keberadaannya tetap memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada dinamika hubungan hukum manusia yang bersifat fleksibel dan kontekstual.
Penggunaan teknologi blockchain menjadi elemen utama dalam mekanisme smart contract. Blockchain merupakan sistem penyimpanan data digital yang bersifat terdesentralisasi sehingga setiap transaksi tersimpan dalam jaringan dan sulit untuk dimanipulasi. Karakteristik tersebut menjadikan blockchain dianggap lebih transparan dan aman dibanding sistem penyimpanan data konvensional. Hamed Taherdoost menjelaskan bahwa integrasi blockchain dengan smart contract memungkinkan terciptanya sistem transaksi yang lebih terpercaya karena proses validasi dilakukan oleh jaringan secara kolektif, bukan melalui satu otoritas pusat.[footnoteRef:11] Dalam praktiknya, teknologi ini mulai digunakan pada berbagai sektor seperti layanan keuangan digital, transaksi aset kripto, rantai distribusi (supply chain), hingga sistem pembayaran otomatis lintas negara. [11:  Ibid., 120.] 

Selain menawarkan efisiensi dan transparansi, smart contract juga menghadirkan sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama terletak pada ketergantungan terhadap kode digital. Kesalahan kecil dalam pemrograman dapat menyebabkan sistem menjalankan transaksi yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks karena data yang telah tersimpan dalam blockchain pada umumnya sulit diubah atau dibatalkan. Penelitian Tong Gu dkk. menunjukkan bahwa kerentanan keamanan pada smart contract berbasis Ethereum dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar sehingga diperlukan sistem pengawasan dan deteksi anomali terhadap kode program yang digunakan.[footnoteRef:12] Dengan demikian, aspek keamanan dan akurasi kode menjadi unsur penting dalam pengembangan smart contract sebagai instrumen transaksi digital modern. [12:  Gu, T., Han, M., He, S., Chen, X., & Wang, Z. (2026). Improving smart contract security with transformer-based anomaly detection. Journal of Network and Computer Applications, 249, 104451. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2026.104451] 

Di samping persoalan teknis, perkembangan smart contract juga memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana sistem otomatis dapat menggantikan peran manusia dalam hubungan kontraktual. Sebagian kalangan teknologi memandang bahwa kode program dapat menjadi bentuk regulasi yang berjalan secara mandiri melalui prinsip “code is law”. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam praktik sosial karena hubungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Sistem otomatis memang mampu mempercepat pelaksanaan transaksi, namun belum tentu mampu memahami kondisi tertentu yang berada di luar logika pemrograman. Oleh sebab itu, smart contract lebih tepat dipahami sebagai inovasi digital yang membantu pelaksanaan transaksi elektronik, bukan sebagai pengganti keseluruhan fungsi hukum dalam hubungan perjanjian.
Dalam perkembangannya, smart contract menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi digital global. Teknologi ini menawarkan mekanisme transaksi yang lebih cepat, efisien, dan transparan dibanding sistem konvensional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru terkait keamanan sistem, perlindungan pengguna, dan hubungan antara kode digital dengan norma hukum. Oleh karena itu, keberadaan smart contract tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang teknologi semata, melainkan juga harus dilihat sebagai fenomena multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan etika dalam pelaksanaan transaksi elektronik modern.
B. Keabsahan Smart Contract Sebagai Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perikatan 
Perkembangan transaksi digital telah mengubah cara masyarakat membentuk hubungan hukum. Perjanjian yang sebelumnya dilakukan melalui dokumen fisik kini berkembang menjadi kontrak elektronik berbasis sistem digital, termasuk smart contract yang dijalankan melalui teknologi blockchain. Dalam praktiknya, smart contract memungkinkan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara otomatis melalui kode pemrograman tanpa keterlibatan pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah mekanisme otomatis tersebut dapat dianggap memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perikatan Indonesia. Persoalan ini penting karena konsep kontrak dalam KUHPerdata pada dasarnya dibangun berdasarkan interaksi kehendak manusia, sedangkan smart contract lebih menitikberatkan pada eksekusi otomatis melalui sistem digital.[footnoteRef:13] [13:  Halim, C. (2026). The legal standing and validity of smart contracts as assessed under the requirements of a valid contract in Indonesian civil law. Rechtsvinding, 4(1), 199–206.] 

Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa inti suatu perjanjian terletak pada adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila ditinjau secara substansial, smart contract tetap mengandung unsur keterikatan hukum karena terdapat kesepakatan yang menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Akan tetapi, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya hubungan hukum, melainkan pada bagaimana hubungan hukum tersebut dibentuk dan dijalankan. Dalam kontrak konvensional, para pihak dapat membaca, menafsirkan, bahkan menegosiasikan isi perjanjian secara langsung. Sebaliknya, pada smart contract, isi kontrak diterjemahkan ke dalam bentuk kode digital yang sering kali hanya dipahami oleh pengembang sistem.[footnoteRef:14] [14:  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.] 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah bentuk kontrak, tetapi juga mengubah makna persetujuan dalam hubungan hukum. Pada kontrak konvensional, kesepakatan lahir dari proses komunikasi dan pemahaman bersama (meeting of minds). Namun dalam smart contract, persetujuan sering kali diwujudkan hanya melalui klik persetujuan atau konfirmasi transaksi digital. Persoalannya, tindakan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa para pihak benar-benar memahami isi dan konsekuensi kontrak yang dijalankan sistem. Dengan demikian, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah persetujuan digital semata dapat dianggap cukup untuk memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam hukum perikatan. Dalam konteks ini, smart contract menunjukkan adanya pergeseran dari konsep “kesepakatan berbasis pemahaman” menuju “kesepakatan berbasis sistem otomatis”.[footnoteRef:15] [15:  Meytiara, A. I., Kurdi, & Dadek, T. A. (2026). Legal analysis of smart contracts as electronic agreements under civil and electronic transactions law. Jurnal Hukum Magnum Opus, 9(1), 1–15.] 

Analisis terhadap keabsahan smart contract juga berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk, isi, maupun mekanisme pelaksanaan kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan asas tersebut, penggunaan teknologi blockchain maupun sistem otomatis pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai bentuk kebebasan para pihak dalam menentukan model hubungan hukum yang dianggap paling efektif. Akan tetapi, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital tidak dapat dipahami secara absolut. Kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya posisi yang relatif seimbang antarpara pihak. Dalam praktik smart contract, pengguna sering kali hanya mengikuti sistem yang telah dirancang sepihak oleh pengembang platform tanpa memiliki kemampuan memahami mekanisme kode yang digunakan. Akibatnya, kebebasan berkontrak berpotensi berubah menjadi formalitas karena persetujuan diberikan dalam posisi yang tidak sepenuhnya setara secara informasi maupun pemahaman teknis.[footnoteRef:16] [16:  Pratiwi, N. M. A., & Priyanto, I. M. D. (2022). Penggunaan smart contract di Indonesia dalam perspektif hukum perjanjian. Kertha Wicara, 11(8), 1–12.] 

Pengakuan terhadap kontrak elektronik dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya telah mengakui keberadaan perjanjian digital sebagai hubungan hukum yang sah. Dengan demikian, smart contract dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan kontrak elektronik karena pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan melalui sistem elektronik berbasis blockchain.[footnoteRef:17] [17:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17.] 

Selain itu, Pasal 13 sampai Pasal 22 UU ITE mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, dan pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam konteks smart contract, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan kontrak digital tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga pada keandalan sistem elektronik yang digunakan. Persoalan ini menjadi penting karena smart contract bekerja berdasarkan prinsip otomatisasi. Ketika terjadi kesalahan kode (coding error) atau gangguan sistem, transaksi tetap dapat berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual para pihak. Berbeda dengan kontrak konvensional yang masih memungkinkan penghentian atau renegosiasi, sistem blockchain pada umumnya bersifat immutable sehingga data dan transaksi yang telah dijalankan sulit untuk diubah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karakter otomatis dalam smart contract dapat menimbulkan benturan dengan prinsip fleksibilitas dalam hukum perjanjian yang pada dasarnya masih membuka ruang pembatalan, perubahan, maupun penyesuaian kontrak berdasarkan kondisi tertentu.[footnoteRef:18] [18:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 13–22. ] 

Keabsahan smart contract selanjutnya harus dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Unsur kesepakatan menjadi aspek yang paling problematis dalam smart contract. Dalam praktiknya, persetujuan diberikan melalui mekanisme digital yang serba cepat dan otomatis. Tidak jarang pengguna hanya menekan tombol “setuju” tanpa membaca keseluruhan syarat kontrak maupun memahami kode yang menjalankan transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa formalitas persetujuan belum tentu mencerminkan kesadaran hukum yang utuh. Oleh karena itu, validitas kesepakatan dalam smart contract seharusnya tidak hanya diukur dari adanya tindakan persetujuan digital, tetapi juga dari sejauh mana para pihak memahami konsekuensi hukum dari sistem yang digunakan.[footnoteRef:19] [19:  Dinda Delfina, “Legal Adaptation to Smart Contract Agreements in Indonesia: Navigating Digital Disruption in Business Contracts,” Ilomata International Journal of Social Science Vol. 6, No. 4 (2025): 1376–1396.] 

Selain unsur kesepakatan, unsur kecakapan juga menghadapi tantangan tersendiri dalam transaksi berbasis blockchain. Sistem blockchain memungkinkan penggunaan identitas anonim sehingga proses verifikasi usia maupun status hukum pengguna menjadi lebih sulit dilakukan. Akibatnya, terdapat risiko bahwa kontrak dilakukan oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk membuat perjanjian. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa teknologi blockchain yang dirancang untuk menjamin anonimitas justru dapat bertentangan dengan kebutuhan hukum perikatan yang menuntut kepastian identitas subjek hukum. Sementara itu, unsur objek tertentu dan sebab yang halal tetap menjadi syarat fundamental yang tidak dapat dikesampingkan meskipun kontrak dilakukan secara digital. Dengan demikian, teknologi hanya mengubah mekanisme pelaksanaan kontrak, tetapi tidak menghapus prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian.
Perkembangan smart contract memperlihatkan bahwa hukum perikatan menghadapi tantangan baru dalam menyesuaikan diri dengan transformasi digital. Persoalannya tidak lagi sekadar mengenai pengakuan terhadap kontrak elektronik, tetapi juga mengenai bagaimana hukum menjamin adanya pemahaman, keseimbangan, dan perlindungan bagi para pihak dalam sistem yang berjalan secara otomatis. Oleh sebab itu, keabsahan smart contract tidak dapat dinilai semata-mata dari keberhasilan teknologi mengeksekusi transaksi, melainkan juga harus mempertimbangkan terpenuhinya prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian agar tercipta kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi elektronik modern.
C. Transformasi Akad Digital Melalui Smart Contract dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah
Transformasi digital dalam aktivitas ekonomi modern telah membawa perubahan terhadap bentuk dan pelaksanaan akad dalam praktik muamalah. Kehadiran smart contract menjadi salah satu bentuk perkembangan transaksi digital yang mulai digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi blockchain. Dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, perkembangan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi selama tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai smart contract tidak hanya berkaitan dengan teknologi digital semata, tetapi juga bagaimana sistem tersebut dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).[footnoteRef:20] [20:  Misbahudin, A. (2026). Keabsahan dan konsekuensi hukum penggunaan smart contract dalam transaksi bisnis digital menurut hukum ekonomi syariah. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(4), 1567–1573.] 

Dalam Islam, akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan para pihak sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)
Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak mengandung unsur kebatilan. Prinsip ini sejalan dengan asas ikhtiyari atau sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a KHES yang menyatakan bahwa akad harus dilakukan atas kehendak para pihak tanpa adanya keterpaksaan. Selain itu, hukum ekonomi syari’ah juga mengenal kaidah fiqh:
اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
Artinya: “Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”
Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bentuk transaksi modern, termasuk smart contract, pada prinsipnya dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah.
Dalam konteks hukum ekonomi syari’ah, KHES juga memberikan ruang terhadap perkembangan bentuk akad modern. Pasal 25 ayat (2) KHES menjelaskan bahwa sighat akad dapat dilakukan secara jelas, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad digital melalui smart contract pada dasarnya dapat dipandang sebagai bentuk perkembangan media akad dalam era digital. Bahkan, karakteristik blockchain yang mencatat transaksi secara permanen dan transparan memiliki kesesuaian dengan asas transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf g KHES. Sistem tersebut membuat data transaksi sulit dimanipulasi sehingga dapat meminimalkan praktik penipuan maupun pengingkaran akad oleh salah satu pihak. Dari sudut pandang hukum ekonomi syari’ah, kondisi ini mencerminkan nilai amanah dan kepastian dalam transaksi.
Keunggulan lain dari smart contract adalah kemampuannya mengurangi potensi pelanggaran akad. Pasal 21 huruf b KHES menegaskan bahwa akad harus dilaksanakan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak dan terhindar dari cidera janji. Sistem otomatis dalam smart contract membuat isi perjanjian berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati sejak awal sehingga ruang untuk melakukan manipulasi menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:
اَلضَّرَرُ يُزَالُ
Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan.”
Melalui sistem yang transparan dan otomatis, smart contract berpotensi mengurangi kemudaratan dalam transaksi, seperti penipuan, pengingkaran akad, maupun perubahan data secara sepihak. Dengan demikian, teknologi tersebut pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum ekonomi syari’ah dalam menciptakan transaksi yang adil dan terpercaya.
Di samping itu, keabsahan akad dalam hukum ekonomi syari’ah tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Pasal 22 KHES menyebutkan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.[footnoteRef:21] Kemudian Pasal 24 ayat (1) dan (2) KHES menjelaskan bahwa objek akad harus halal, bermanfaat, dimiliki secara sah, dan dapat diserahterimakan.[footnoteRef:22] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital bukan faktor utama penentu sah atau tidaknya akad, melainkan bagaimana substansi akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syari’ah. [21:  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22.]  [22:  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 24 ayat (1) dan (2).] 

Meskipun demikian, penerapan smart contract tetap menghadirkan tantangan dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, khususnya terkait pelaksanaan hak khiyar. Dalam fiqh muamalah, hak khiyar memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat, ketidaksesuaian, atau kerugian dalam akad. Rasulullah SAW bersabda:
اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang perlindungan bagi para pihak agar transaksi tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam KHES, konsep perlindungan tersebut juga tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa akad yang sah tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan (taghrir), maupun penyamaran (ghubn).[footnoteRef:23] Namun, dalam praktik smart contract, sistem yang berjalan otomatis dan sulit diubah sering kali menyebabkan akad langsung dieksekusi tanpa adanya ruang pembatalan setelah transaksi berlangsung. Di sinilah muncul tantangan baru dalam penerapan akad digital, karena teknologi yang pada awalnya memberikan kepastian dan keamanan justru dapat mengurangi fleksibilitas akad sebagaimana dikenal dalam konsep khiyar. [23:  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 29 ayat (1).] 

Selain persoalan khiyar, tantangan lain juga dapat muncul ketika terjadi kesalahan sistem atau keadaan tertentu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pasal 28 ayat (2) KHES menjelaskan bahwa akad dapat menjadi fasad apabila terdapat hal yang merusak akad karena pertimbangan maslahat.[footnoteRef:24] Selain itu, Pasal 40 KHES juga mengatur mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dapat menghalangi pelaksanaan prestasi dalam akad. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syari’ah tetap memberikan ruang perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi.[footnoteRef:25] Oleh karena itu, meskipun smart contract memiliki banyak kesesuaian dengan prinsip transparansi dan amanah dalam Islam, penerapannya tetap memerlukan pengawasan serta mekanisme penyelesaian sengketa agar nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjamin. [24:  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 28 ayat (2).]  [25:  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 40.] 

Dengan demikian, transformasi akad digital melalui smart contract menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pada dasarnya dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah. Sistem blockchain yang transparan, sulit dimanipulasi, dan mampu menjaga kepastian transaksi memiliki kesesuaian dengan nilai amanah dan keadilan dalam Islam. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan hak khiyar dan fleksibilitas akad ketika terjadi kesalahan atau kerugian dalam transaksi digital. Oleh sebab itu, smart contract dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi modern, tetapi juga sebagai bentuk transformasi akad yang tetap harus menjaga nilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap para pihak dalam muamalah Islam.[footnoteRef:26] [26:  Rokhim, A. (2026). Blockchain dan smart contract dalam perspektif fikih muamalah kontemporer: Analisis keabsahan, tantangan, dan implikasi. Global Journal of Islamic Economics, 1(1), 49–55.] 

D. Tantangan dan Peluang Penerapan Smart Contract di Indonesia
Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuka peluang bagi penerapan smart contract dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi smart contract tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem hukum dalam mengakomodasi bentuk perjanjian yang dijalankan secara otomatis melalui kode program.[footnoteRef:27] Dalam konteks Indonesia, tantangan utama yang dihadapi bukan lagi mengenai kemungkinan penggunaan smart contract, melainkan bagaimana memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum perikatan, perlindungan hukum bagi para pihak, serta nilai-nilai yang hidup dalam sistem hukum nasional.[footnoteRef:28] [27:  Putri, F. A. J., & Yulia, A. (2026). Smart contract dalam perspektif Pasal 1320 KUHPerdata: Analisis keabsahan, perbandingan kontraktual, dan implikasinya bagi transaksi bisnis di Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 11(3), 2453–2460.]  [28:  Ramadhan, R., Pribadi, D., & Ramadoni, S. (2025). Penggunaan smart contract di Indonesia dalam pandangan hukum perdata. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5762–5774.] 

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan mekanisme smart contract dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun keabsahan perjanjian elektronik telah memperoleh landasan hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tersebut pada dasarnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur karakteristik smart contract yang bekerja secara otomatis melalui teknologi blockchain. Akibatnya, masih terdapat pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan kode (coding error), kegagalan sistem, maupun sengketa yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian yang telah dieksekusi secara otomatis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya.[footnoteRef:29] [29:  Kurniawan, N. S., Tektona, R., & Wardhana, R. (2025). Implikasi hukum penggunaan smart contract dalam transaksi initial coin offering di Indonesia. Simbur Cahaya, 32(1), 56–69.] 

Selain aspek regulasi, tantangan lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi digital. Dalam hukum perikatan dikenal mekanisme pembatalan perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Demikian pula dalam hukum perlindungan konsumen, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa sesuai perjanjian serta memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian. Sementara itu, hukum syariah mengenal konsep khiyar sebagai hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Meskipun lahir dari sistem hukum yang berbeda, ketiga konsep tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Tantangannya terletak pada bagaimana prinsip-prinsip perlindungan tersebut dapat diakomodasi dalam sistem smart contract yang cenderung bersifat otomatis dan kaku dalam menjalankan instruksi yang telah diprogram sebelumnya.[footnoteRef:30] [30:  F. Khoir, “Al-Khiyar dalam Proses Jual Beli Sistem Online,” EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah 9, no. 2 (2022): 127–138.] 

Di balik berbagai tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam mengembangkan penerapan smart contract. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat, perkembangan industri financial technology (fintech), serta semakin luasnya penggunaan layanan berbasis elektronik dalam berbagai aktivitas ekonomi. Karakteristik smart contract yang mampu mengeksekusi perjanjian secara otomatis berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya administrasi, serta meminimalkan risiko wanprestasi akibat kelalaian salah satu pihak. Dari perspektif hukum perikatan, kondisi tersebut dapat memperkuat kepastian pelaksanaan prestasi karena hak dan kewajiban para pihak dijalankan sesuai ketentuan yang telah disepakati sejak awal.[footnoteRef:31] [31:  Sakirman, Akib, M., & Umar, W. (2024). Kepastian hukum smart contract dalam perspektif hukum perdata. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 1–11.] 

Peluang tersebut juga terlihat dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Penerapan smart contract berpotensi mendukung digitalisasi berbagai akad syariah, seperti pembiayaan murabahah, salam, istishna’, maupun wakalah. Sebagai contoh, dalam transaksi pembiayaan syariah, proses pelaksanaan akad yang sebelumnya memerlukan verifikasi dan administrasi berulang dapat dilakukan secara lebih efisien melalui sistem otomatis yang berjalan sesuai syarat yang telah disepakati para pihak. Selain itu, teknologi blockchain yang menjadi fondasi smart contract juga dapat mendukung transparansi pencatatan transaksi sehingga sejalan dengan prinsip amanah dan keterbukaan yang menjadi karakteristik penting dalam hukum syariah.
Peluang lainnya dapat ditemukan pada pengembangan rantai pasok halal (halal supply chain) dan pengelolaan dana sosial Islam. Melalui teknologi blockchain, setiap tahapan distribusi produk dapat tercatat secara transparan dan sulit dimanipulasi sehingga memudahkan proses pengawasan terhadap kehalalan produk. Di sisi lain, pemanfaatan smart contract dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf berpotensi meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana karena setiap transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi secara digital. Dengan demikian, penerapan smart contract tidak hanya memberikan manfaat dari aspek efisiensi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital.[footnoteRef:32] [32:  Nurkholidah, S. (2025). Peluang dan tantangan penerapan blockchain pada produk halal di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 15(2), 252–270.] 

Melihat berbagai tantangan dan peluang tersebut, pengembangan smart contract di Indonesia pada masa mendatang memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan perlindungan para pihak.[footnoteRef:33] Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah model smart contract berbasis integrasi hukum perikatan dan syariah. Model ini tidak hanya mengadopsi prinsip kepastian hukum dan pelaksanaan prestasi dalam hukum perikatan, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan dan perlindungan para pihak yang dikenal dalam hukum syariah. Dalam konteks ini, konsep digital khiyar dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan, yaitu mekanisme yang memberikan ruang verifikasi atau pembatalan transaksi dalam jangka waktu tertentu sebelum perjanjian dieksekusi secara final oleh sistem. Dengan demikian, prinsip perlindungan hukum tetap dapat berjalan tanpa menghilangkan karakter otomatis yang menjadi keunggulan utama smart contract.[footnoteRef:34] [33:  Triestanto, J., Sugiastuti, N., Praja, W., Vandika, A., & Wahyudi, R. (2026). Kontrak pintar (smart contract) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 939–946.]  [34:  Dimas, Kusumastuti, D., & Tsary, S. (2025). Keabsahan smart contract berbasis blockchain menurut hukum transaksi perdagangan Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5555–5559.] 

Pengembangan model tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai smart contract di Indonesia. Regulasi yang dibangun tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi blockchain, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perikatan, perlindungan konsumen, dan hukum syariah ke dalam kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, smart contract tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi digital, melainkan sebagai bentuk transformasi perjanjian elektronik yang berpotensi memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung perkembangan ekonomi digital dan ekonomi syariah di Indonesia.
SIMPULAN
Transformasi perjanjian elektronik melalui smart contract menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menghadirkan bentuk baru dalam pelaksanaan perjanjian yang lebih otomatis, transparan, dan efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa smart contract pada prinsipnya dapat diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia karena tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta memperoleh legitimasi melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif syariah, penerapan smart contract juga memiliki kesesuaian dengan prinsip amanah, transparansi, kepastian akad, dan kemaslahatan selama substansi perjanjiannya memenuhi rukun dan syarat akad yang berlaku. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penerapan smart contract bukan terletak pada ketidaksesuaiannya dengan hukum perikatan maupun syariah, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara khusus mampu mengakomodasi karakteristik teknologi tersebut dalam sistem hukum Indonesia.
Penelitian ini menemukan bahwa peluang penerapan smart contract di Indonesia cukup besar seiring dengan perkembangan ekonomi digital, transaksi elektronik, dan industri keuangan syariah yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum perikatan, hukum syariah, dan perkembangan teknologi melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai smart contract. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah model smart contract berbasis integrasi hukum perikatan dan syariah yang tidak hanya menjamin kepastian hukum dan otomatisasi transaksi, tetapi juga mengakomodasi perlindungan para pihak melalui mekanisme pembatalan, ganti rugi, penyelesaian sengketa elektronik, serta konsep digital khiyar dalam transaksi tertentu. Dengan pendekatan tersebut, smart contract berpotensi menjadi instrumen hukum dan teknologi yang mampu mendukung transformasi perjanjian elektronik secara lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
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